
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan lembaga keuangan di negara Indonesia jaman sekarang 

sudah berkembang sangat pesat. Banyak lembaga keuangan yang berdiri di 

Indonesia baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan 

bank, hal ini menunjukan bahwa perekonomian bangsa ini mulai tumbuh dari 

waktu ke waktu. Berdasarkan SK Menkeu RI no.792 tahun 1990 Lembaga 

keuangan itu sendiri berarti seluruh badan usaha yang bergerak dibidang 

keuangan dimana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan 

menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya 

investasi pembangunan.  

Dalam prakteknya lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu 

lembaga keuangan bank (Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan 

Rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank ( Pasar Modal, Pasar Uang dan 

Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Leasing, Asuransi, Anjak 

Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun). Untuk pengertiannya sendiri 

berdasarkan UU RI No. 10 tahun 1998 lembaga keuangan bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan pengertian lembaga keuangan bukan bank berdasarkan Surat 



 

 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 adalah lembaga/ 

badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak 

langsung menghimpun dana dari masyarakata dengan menerbitkan surat-surat 

berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di 

berbagai perusahaan.  

Salah ㅤsatu ㅤlembaga ㅤkeuangan ㅤbukan ㅤbank ㅤPT ㅤPegadaian ㅤ(Persero) 

ㅤmempunyai ㅤkegiatan ㅤmembiayai ㅤkebutuhan ㅤmasyarakat, ㅤbaik ㅤitu ㅤbersifat 

ㅤproduktif ㅤmaupun ㅤkonsumtif ㅤdengan ㅤmenggunakan ㅤhukum ㅤgadai. ㅤDalam 

ㅤKitab ㅤUndang-Undang ㅤHukum ㅤPerdata ㅤpasal ㅤ1150, ㅤgadai ㅤadalah ㅤsuatu ㅤhak 

ㅤyang ㅤdiperoleh ㅤpihak ㅤyang ㅤmempunyai ㅤpiutang ㅤ(Pegadaian) ㅤatas ㅤsuatu 

ㅤbarang ㅤbergerak. ㅤBarang ㅤbergerak ㅤtersebut ㅤdiserahkan ㅤoleh ㅤpihak ㅤyang 

ㅤberhutang ㅤ(Nasabah) ㅤkepadak ㅤpihak ㅤyang ㅤberpiutang. ㅤPihak ㅤyang ㅤberhutang 

ㅤmemberikan ㅤkekuasaan ㅤkepada ㅤpihak ㅤyang ㅤmempunyai ㅤpiutang ㅤuntuk 

ㅤmemiliki ㅤbarang ㅤtersebut ㅤapabila ㅤpihak ㅤyang ㅤberhutang ㅤtidak ㅤdapat 

ㅤmelunasi ㅤkewajibannya ㅤpada ㅤsaat ㅤberahkirnya ㅤjangka ㅤwaktu ㅤpinjaman. 

Seiring berjalannya waktu masyarakat menginginkan sebuah pembiayaan 

yang islami dan berbasis syariah. Melihat antusias masyarakat akan produk 

pembiayaan yang berbasis syariah tersebut mulai tahun 2003 PT Pegadaian 

(Persero) meluncurkan unit usaha dengan berbasis sistem syariah.  

Sistem ㅤpegadaian ㅤsyariah ㅤtelah ㅤmembuktikan ㅤdirinya ㅤsebagai ㅤsalah  

ㅤsatu ㅤsistem ㅤyang ㅤtangguh ㅤdalam ㅤmelalui ㅤkrisis ㅤekonomi ㅤdi ㅤIndonesia. 

ㅤBanyak ㅤkeunggulan ㅤyang ㅤdimiliki ㅤsehingga ㅤdapat ㅤbertahan ㅤdalam 

ㅤmenghadapi ㅤpersaingan ㅤdunia ㅤpergadaian ㅤkhususnya ㅤbersaing ㅤdengan 



 

 

ㅤpegadaian ㅤkonvensional. ㅤSama ㅤhalnya ㅤdengan ㅤsistem ㅤhukum ㅤperbankan 

ㅤnasional ㅤIndonesia ㅤyang ㅤmenerapkan ㅤdual ㅤbanking ㅤsystem ㅤatau ㅤsistem 

ㅤperbankan ㅤberganda ㅤyaitu ㅤsistem ㅤperbankan ㅤkonvensional ㅤyang ㅤpelaksanaan 

ㅤoperasionalnya ㅤmenjalankan ㅤsistem ㅤbunga ㅤ(interest ㅤfee) ㅤdan ㅤperbankan ㅤyang 

ㅤmendasarkan ㅤpada ㅤprinsip ㅤsyariah, ㅤsistem ㅤpegadaian ㅤjuga ㅤmengenal ㅤsistem 

ㅤpegadaian ㅤkonvensional ㅤdan ㅤsistem ㅤpegadaian ㅤsyariah. ㅤ 

Pegadaian syariah ㅤadalah ㅤpegadaian ㅤyang ㅤdalam ㅤpelaksanaannya 

ㅤmenggunakan ㅤprinsip ㅤprinsip ㅤsyariah ㅤIslam. ㅤPrinsip ㅤsyariah ㅤpada ㅤpasal ㅤ1 

ㅤbutir ㅤ13, ㅤUU ㅤNo ㅤ10 ㅤtahun ㅤ ㅤ1998 ㅤadalah ㅤaturan ㅤperjanjian ㅤberdasarkan 

ㅤhukum ㅤislam ㅤantara ㅤBank/ ㅤlembaga ㅤkeuangan ㅤ ㅤdan ㅤpihak ㅤlain ㅤuntuk 

ㅤpenyimpanan ㅤdana ㅤatau ㅤpembiayaan ㅤkegiatan ㅤusaha ㅤatau ㅤkegiatan ㅤlainnya 

ㅤyang ㅤdinyatakan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤsyariah ㅤantara ㅤlain ㅤpembiayaan ㅤberdasarkan 

ㅤprinsip ㅤbagi ㅤhasil ㅤ(mudharabah), ㅤpembiayaan ㅤberdasarkan ㅤpenyertaan 

ㅤmodal ㅤ(musyarakah), ㅤprinsip ㅤjual ㅤbeli ㅤbarang ㅤdengan ㅤmemperoleh 

ㅤkeuntungan ㅤ(Murabahah), ㅤatau ㅤpembiayaan ㅤbarang ㅤmodal ㅤberdasarkan 

ㅤprinsip ㅤsewa ㅤmurni ㅤtanpa ㅤpilihan ㅤ(ijarah) ㅤatau ㅤdengan ㅤadanya ㅤpilihan 

ㅤpemindahan ㅤkepemilikan ㅤatas ㅤbarang ㅤyang ㅤdisewa ㅤdari ㅤpihal ㅤbank ㅤoleh 

ㅤpihal ㅤlain ㅤ(ijarah ㅤwa ㅤiqtina). ㅤ 

Salah ㅤsatu ㅤciri ㅤkhas ㅤpegadaian ㅤsyariah ㅤyaitu ㅤtidak ㅤmenerima ㅤatau 

ㅤmembebani ㅤbunga ㅤkepada ㅤnasabah, ㅤakan ㅤtetapi ㅤmenerima ㅤatau 

ㅤmembebankan ㅤbagi ㅤhasil ㅤserta ㅤimbalan ㅤlain ㅤsesuai ㅤdengan ㅤakad-akad ㅤyang 

ㅤdiperjanjikan ㅤmenurut ㅤagama ㅤIslam. ㅤSehingga ㅤperbedaan ㅤantara ㅤpegadaian 

ㅤsyariah ㅤdengan ㅤpegadaian ㅤkonvensional ㅤterletak ㅤpada ㅤprinsip ㅤdasar 



 

 

ㅤoperasinya ㅤyang ㅤtidak ㅤmenggunakan ㅤbunga, ㅤkarena ㅤbunga ㅤdiyakini 

ㅤmengandung ㅤunsur ㅤriba ㅤyang ㅤdilarang ㅤ(diharamkan) ㅤoleh ㅤagama ㅤIslam. ㅤ 

PT Pegadaian (persero) merupakan salah satu lembaga keuangan di 

bidang gadai yang meluncurkan sistem pegadaian syariah. Sama seperti 

perusahaan lainnya, tujuan utama PT Pegadaian (Persero) meluncurkan sistem 

pegadaian syariah adalah ㅤuntuk ㅤmencari ㅤkeuntungan. ㅤMemperoleh 

ㅤkeuntungan ㅤmerupakan ㅤtujuan ㅤutama ㅤsuatu ㅤperusahaan ㅤatau ㅤbadan ㅤusaha, 

ㅤbaik ㅤyang ㅤberbentuk ㅤPerseroan ㅤTerbatas ㅤ(PT), ㅤyayasan ㅤataupun ㅤbentuk-

bentuk ㅤbadan ㅤusaha ㅤlainnya. ㅤKemudian ㅤyang ㅤlebih ㅤpenting ㅤlagi ㅤapabila ㅤsuatu 

ㅤbadan ㅤusaha ㅤterus ㅤmenerus ㅤmemperoleh ㅤkeuntungan ㅤmaka ㅤkelangsungan 

ㅤhidup ㅤbadan ㅤtersebut ㅤakan ㅤterjamin. ㅤ 

Pegadaian konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga 

yang di bebankan kepada nasabah sebagai imbalan dari dana yang di salurkan 

atau di pinjamkan ke nasabah. Yang menjadi perbedaan antara pinjaman yang 

diberikan oleh pegadaian konvensional dengan pembiayaan yang diberikan 

oleh pegadaian syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi 

pegadaian dengan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui 

bunga sedangkan bagi pegadaian dengan prinsip syariah memperoleh 

keuntungan melalui imbalan atau bagi hasil.   

PT ㅤpegadaian ㅤ(persero) ㅤdengan ㅤUnit ㅤsyariah ㅤmemiliki ㅤbanyak ㅤproduk  

ㅤdalam ㅤpembiayaannya, ㅤproduk ㅤpegadaian ㅤsyariah ㅤyang ㅤditawarkan ㅤpada 

ㅤumumnya ㅤmeliputi ㅤpenyaluran ㅤpinjaman ㅤsecara ㅤgadai ㅤyang ㅤdidasarkan ㅤpada 



 

 

ㅤpenerapan ㅤprinsip ㅤSyariah ㅤIslam ㅤdalam ㅤtransaksi ㅤekonomi ㅤsecara ㅤsyariah 

ㅤ(gadai ㅤemas ㅤbiasa), ㅤPembiayaan ㅤARRUM ㅤ( ㅤAr ㅤRahn ㅤUntuk ㅤUsaha 

ㅤMikro/Kecil), ㅤyaitu ㅤpembiayaan ㅤyang ㅤdikhususkan ㅤuntuk ㅤUKMM ㅤ(Usaha 

ㅤKecil ㅤMikro ㅤMenengah) ㅤdengan ㅤobyek ㅤjaminan ㅤberupa ㅤBPKB ㅤ(Bukti 

ㅤPermilikan ㅤKendaraan ㅤBermotor), ㅤdan ㅤPembiayaan ㅤMULIA ㅤ(Murabahah 

ㅤLogam ㅤMulia ㅤUntuk ㅤInvestasi ㅤAbadi), ㅤyaitu ㅤpenjualan ㅤlogam ㅤmulia ㅤoleh ㅤPT 

ㅤPegadaian ㅤ(persero) ㅤkepada ㅤmasyarakat ㅤsecara ㅤtunai ㅤatau ㅤangsuran, ㅤdan 

ㅤagunan ㅤjangka ㅤwaktu ㅤfleksibel. 

Pemberian ㅤpinjaman ㅤyang ㅤberdasarkan ㅤbunga ㅤberakibat ㅤpada 

ㅤpenerima ㅤpinjaman ㅤyang ㅤharus ㅤmenanggung ㅤresiko ㅤyang ㅤtelah ㅤdi ㅤtetapkan 

ㅤdimuka. ㅤPerjanjian ㅤyang ㅤseperti ㅤini ㅤdianggap ㅤtidak ㅤadil ㅤdan ㅤbertentangan 

ㅤdengan ㅤnilai-nilai ㅤIslam. ㅤMenurut ㅤUmar ㅤChapra ㅤ(2005), ㅤdalam ㅤsebuah 

ㅤekonomi ㅤdimana ㅤkekayaan ㅤadalah ㅤsubstansial ㅤdan ㅤpemberi ㅤpinjaman ㅤingin 

ㅤmemperoleh ㅤkeuntungan ㅤtanpa ㅤharus ㅤmenanggung ㅤresiko ㅤusaha, ㅤadalah 

ㅤtidak ㅤrasional ㅤbaginya. ㅤBerbeda ㅤdengan ㅤpenyaluran ㅤpinjaman dengan prinsip 

syariah yang berpegang pada prinsip keadilan, dimana keuntungan atau 

kerugian ditanggung bersama. Jika melihat model-model pembiayaan syariah 

digolongkan menjadi beberapa golongan. Diantaranya menurut Umar Chapra 

(2005) adalah model primer, seperti: mudharabah dan musyarakah dan model 

sekunder seperti: Murabahah, ijarah, ijarah waiqtina, salam dan istisna. 

Pembiayaan gadai (Rahn) merupakan pembiayaan yang di berikan 

kepada nasabah dengan cara menahan salah satu harta milik nasabah sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan pembiayaan Murabahah 



 

 

merupakan pembiayaan dimana transaksi penjualan barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Selain melakukan kegiatan pembiayaan sebagai sarana 

mendapatkan keuntungan, pengelolaan Non Performing Financing (NPF) 

sangat menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. Menurut Darmawi 

(2011) Non Performing Financing adalah salah satu pengukuran dari rasio 

risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang 

ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran 

pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat 

menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.  

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Bowo (2013), adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bowo (2013) adalah penambahan 

variabel independen, yaitu pembiayaan Rahn dan Non Performing Financing 

(NPF) dimana penelitihan terdahulu masih terlalu sederhana. Tujuan 

penambahan variabel independen adalah untuk mengetahui signifikan atau 

tidaknya pembiayaan Rahn, Murabahah dan Non Performing Financing 

(NPF) terhadap profitabilitas, untuk Research Gap adalah penelitian Bowo 

(2013) menyatakan bahwa Murabahah berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas ROA, sedangkan menurut Dharma, dkk (2018) menyatakan 

bahwa murabahah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

profitabilitas ROA. Karena hal tersebut, selain mereplikasi dari penelitian 

Bowo (2013), penelitian ini juga mengembangkan penelitian Dharma, dkk 

(2018). Berdasarkan uraian diatas maka tertarik melakukan penelitian dengan 



 

 

judul Pengaruh Pembiayaan Rahn, Murabahah Dan Non Performing 

Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Pada Unit Syariah di 

PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ㅤpengaruh ㅤpembiayaan ㅤRahn ㅤsecara ㅤparsial ㅤterhadap ㅤtingkat 

ㅤprofitabilitas ㅤROA ㅤpada ㅤPT ㅤPegadaian ㅤ(Persero)? 

2. Bagaimana ㅤpengaruh ㅤpembiayaan ㅤMurabahah ㅤsecara ㅤparsial ㅤterhadap 

ㅤtingkat ㅤprofitabilitas ㅤROA ㅤpada ㅤPT ㅤPegadaian ㅤ(Persero)? 

3. Bagaimana ㅤpengaruh ㅤNon ㅤPerforming ㅤFinancing ㅤsecara ㅤparsial ㅤterhadap 

ㅤtingkat ㅤprofitabilitas ㅤROA ㅤpada ㅤPT ㅤPegadaian ㅤ(Persero)? 

4. Bagaimana ㅤpengaruh ㅤpembiayaan ㅤRahn, ㅤMurabahah ㅤdan ㅤNon ㅤPerforming 

ㅤFinancing ㅤsecara ㅤsimultan ㅤterhadap ㅤtingkat ㅤprofitabilitas ㅤROA ㅤpada ㅤPT 

ㅤPegadaian ㅤ(Persero)? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menganalisis apakah profitabilitas dipengaruhi oleh 

pembiayaan Rahn dan Murabahah pada perusahaan PT Pegadaian (Persero) 

periode 2012-2016. Dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pegaruh pembiayaan Rahn secara parsial terhadap tingkat 

profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero) 

2. Menganalisis  pegaruh pembiayaan Murabahah secara parsial terhadap 

tingkat profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero) 



 

 

3. Menganalisis pengaruh Non Performing Financing terhadap tingkat 

profitabilitas ROA pada PT Pegadaian (Persero) 

4. Menganalisis pengaruh pembiayaan Rahn, Murabahah dan Non 

Performing Financing secara simultan terhadap tingkat profitabilitas ROA 

pada PT Pegadaian (Persero)? 

1.4  Manfaat penelitian  

Sementara itu, penelitian ini juga dipercaya dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak di antaranya: 

a) Aspek Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian lembaga keuangan gadai 

sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam. 

b) Manfaat Praktis 

 

1) Bagi ㅤPeneliti 

Untuk ㅤmembandingkan ㅤkonsep ㅤkonsep ㅤyang ㅤtelah ㅤdipelajari ㅤsebelumnya 

ㅤdengan ㅤprakteknya ㅤdi ㅤdunia ㅤnyata ㅤyang ㅤada ㅤkaitannya ㅤdengan ㅤanalisis 

ㅤpegaruh ㅤpembiayaan ㅤRahn, ㅤMurabahah ㅤdan ㅤNon ㅤPerforming ㅤFinancing 

ㅤterhadap ㅤtingkat ㅤprofitabilitas ㅤpada ㅤPT ㅤPegadaian ㅤ(Persero), ㅤdisamping 

ㅤitu ㅤjuga ㅤuntuk ㅤmendapatkan ㅤgelar ㅤkesarjanaan ㅤS1. 

2) Bagi Perusahaan 

Sebagai salah satu bahan referensi yang dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan agar lebih meningkatkan kinerja PT 



 

 

Pegadaian (Persero) dengan mengembangkan industri pergadaian syariah 

Indonesia 

3) Bagi Pihak lain 

Menambah khasanah pengetahuan dalam analisis pengaruh pembiayaan 

Rahn, Murabahah dan Non Performing Financing terhadap tingkat 

profitabilitas pada PT Pegadaian (Persero) serta sebagai masukan pada 

penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


